
Undan.g - Undang ... 

a. bahwa untuk mclaksanakan kctcntuan Peraturan 
Daerah Kabupatcn Sintang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Dacrah dan tcrtib administrasi 
pcmungutan pajak dacrah untuk jcnis pajak parkir, 
maka dipandang pcrlu mcngatur pctunjuk 
pclaksanaan pcmungutan pajak parkir di Kabupatcn 
Sin tang; 

b. bahwa guna mcmcnuhi maksud sebagaimana pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Sintang tcntang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir: 

I. Undang-Undeng Nomor 27 Tahun 1959 rentang 
Pcnctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pcmbcntukan Daerah Tingkat II Di 
Kalimantan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) scbagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undeng Nomor 8 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 51, Tambahen Lembaran Negara Nomor 
2756); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 3686) scbagaimana tclah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987); 

DBkGAJf RAHIIAT TUHAlf YAlfG MAHA EBA 
BUPATJ SUITAJIG, 

TATA CARA PEll1JlllOUTA1' PA.JAX PARXIR 

TEKTAJIG 

BUPATI SINTAIIG 
PROVUfSJ KALIIIAJITA1' BARAT 
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Mcngingat 

Menimbang 



1 0. Peraturan ... 

9. 

8. 

7. 

6. 

5. 

4. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 
Tambahan Lembaran Ne,gara Republik lndonesU: 
Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4189); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

Pcraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 
tentang Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan 
Dari Penjualan Secara Letang DalaJn Rangka 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4050); 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

3. 



4.Badan ... 

sebagai 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dcngan: 
I. Kabupaten adalah Kabupaten Sintang. 

Pemetintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah 2' 
clenaanra Pcmcrintah Daerah Kabupaten Sintang. unsur peny ...,... 

3. BupetJ adalah Bupati Sintang. 

BAB I 
J<BffJITUAJr UIIUII 

PilAL 1 

PSRATURAJf BUPAfl TUTAJrO TATA CARA PUIU•OUTAJr 
PAJAK PARKJR. 

14. Peraruran Bupeti Sintang Nomor 131 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sadan 
Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang 
[Lemberan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 
Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kalrupaten 
Sintang Nomor 131 j. 

13 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembenrukan dan Susunan 
Perangkai Daerah Kabupaten Sintang [Lembarar, 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, 
Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 7; 

10. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang l'l:ngelolaan Keuangan Daer-ah (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2iJOS Nomor 140, 
Tambaban Lembaran Neg;,ra Republilc Indonesia 
Nomor 4578): 

1 L Peracuran Pemenntah ,fomor 91 T ahun 2CJ Io 
Tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Kepala Daer-Ml Atau Dibayar 
Oleh Wajib Pajak (Lembaran Neg,ara Republik 
Indonesia Tabun 2010 Nomor 153, Tamb&han 
Lcmbaran Negara Republi.k lndonesia Nomor SJ 79); 

12. Peraruran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah !Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nornor 2; 

I 
~ 
f 



' l, 

15. Pcmungutan ... 

14. ,, . 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
keeatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
u.aha yang meliputi perseroan terbatas, perscroan komanditer, perscroan 
la.innya, badan usaha milik ncgara (BUMN), atau badan usaha milik 
daerah (BUMD) dcngan 1U1ma dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperaai. dana pensiun, pereekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
ma11sa, organisasi sosiaJ politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuJc badtlll J.ainnya termasuk kontrak investasi kolcktif dan bentuk 

uaaha tei.p. 
Maaa pajak adalah jangka waktu yang_ lamanya s~ma dengan saru 
bulan talcwim at.au jangka waktu lam yang ditctapkan dcngan 

Kcputu.an Bupati. 
Paj.Jc yang terutang adaJah pajak yang harue dibayar p.ada suatu s~at, 
., __ ,__ ""iak dahun tahun pajal<, atau dalam bag,an tahun paJak ......, .. maaa,..... • 'al< , d aan •·-tcntuan peraturan perundang-undangan perpaj an 
ee•ua1 en,..... ,.... 
clacrah. 

13. 

I 0. Tempel Parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang 
disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pok.ok usaha maupun yang disediakan sebagai 
suatu usaha terrnasuk tempat penitipan kendaraan bermotor. 

11. Penyelenggara ternpat parkir adalah setiap orang atau badan yang 
menyelenggarakan ternpat parkir. 

4. Badan PenRelnlo Pendupatan Daerah yang setanjutnya disingl<at 
Buppenda adalah sauran kerja perangkat daerah yang dibcri kewenang.an 
".'elokukan pengelolann dan pemungutan pajak daerah di Kabupaten 
Sm tang. 

5. Kepula Badan adalah Kepala Bappenda Kabupaten Sintang. 

6. Pejab~t adalah Pcgawai Negcri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku. 

7. Pajak Daeruh yang sclanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepa.da Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Sadan yang 
~rs,fot rnemaksa berdasarknn Undang-Undang, dengan tidak mendapat 
irnbalan secam langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

8. Pajak Parkir adalah pajak etas penyelenggaraan tcmpat parkir diluar 
badan jalan oleh orang pribadi atau baden, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang discdiakan scbagai suatu 
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

9. Parkir adalah keadaan tidak bcrgerak suatu kendaraan yang tidak 
bcrsifat sernentara. 

,, ., ,, 0 q; 



$ t Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnyn disill.jtkat 
ura . I h . k SKPDN adalah eurat ketetapan yang me.nent~kan JUm a. ~n 

terutang eama beeamya dengan_jumlah kredit paJak, utau p11Jak udak 
terutang dan tidak ada kredit pajak. 

24. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adnlnh 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnyn jurnlah pokok paj1lk 
yang terutang. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kuranit Buyar, yitn~ selanjutnyn 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pt\iak ym1g menentukun 
besamya jumlah pokok pajak, jurnlah kredit pajak. jurnlah 
kekurangan pembayaran pokok pajnk, besarnyn sanks] administrns], 
dan jumlah yang masih harus dibayar, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan, yanit 
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

23. 

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adl\lah 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan <k11i:nn 
menggunakan formulir atau telah dilakukan d.-1\gan earn lam kc, Kas 
Daerah melalui ternpat pembayaran yang ditunjuk ole-h Bupari, 

18. 

17. 

16. 

Pemungutan adalah suaiu r-,tngk1111u\ k<l!i.,1>u1 111111 .. , JR.n 
penghimpunan data objek, $11bjek pajak dan l)<'nenttmn b.-sartl\'fl 
P!lJak yang terutang, $!ltnpai dengan keguuan P<'llitglh<ln paj.,k sc:-~ .. 
pengawasan pcnyeiorannya. 

Self Asses~meru adalah sistem pemunguum P<\Juk dirnana l"'J"k 
d1h1tung, dtperhitungkan, dibayar, dan ditaporkan S<-11d1ri ,,l<'h .,.,lj1b paiak, 

Nomor Pokok Wajib Pajak Dae rah yang S<"lanj11tnya d1s111glmt N PWPO 
adalah nomor yang dibcrikan kepada wajib pajak «eb.~-ui s,u,u, .. 
datam administrnsi perpajakan yang dipergun .. kan sebilgn, umda 
pengenaJ diri atau identitus wajib pajak dan usaha waj,b p.,jak dill.im 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah 

Surat Pcndaftaran Objek Pujak Daerah yani: $('luajuuiyn di"'nglmt 
SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pujak untuk mendtttlarkttn 
diri dan melaporkan objek pajnk atau usahanya ke Bappendu. 

19. Surat Pembcritahuan Pajak Daerah yang S<'laqjutnya disini:kHt SPTPD 
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan unruk melaporkan 
pcnghitungan dan/atau pembuyaran pajak, obJek PI\J•lk d•m/atnu 
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban. rnerrurut ketentuan 
pcraruran perundang-undangan perpajaknn daeruh. 

15. 

n'litrJ I 7 



(21'f'idak ... 

Ob. k ~ale Parkir adalah semua penyelenggaraan parkir diluar badan 
'al~: balk yang diaediakan berkaitan dcngan pokok usaha maupun_ ~ang 
J . d' A b ... 1• use.ha tennasuk penycdian tempat pemupan 
d1ee 1a n ae -.... · 
kendar&IUl bermotor. 

( l) 

Pual2 

BABII 
OIIJEK, SUIIJEK DAJf WAJIB PAJAK 

30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan infonnasi keuangan yang 
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup 
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba 
rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

31. Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara 
teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/ atau 
penghasilan bruto sebagai daser untuk menghitung jumlah pajak 
yang terutang, terrnasuk penghasilan yang bukan objek pajak 
dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. 

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 
mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpaja.kan Oaerah, 
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan kctentuan 
peraturan perundang·undangan perpajakan daerah, dan untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang· 
undangan perpajakan daerah. 

Surat Tagihan Pajak Daerah yang yang selanjutnya disingkat STPD 
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 
administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

Surat Teguran adalah surat untuk memberikan peringatan atau sanksi 
terhadap pelanggaran pelaksanaan perpajakan daerah yang dilakukan 
oleh wajib pajak. 

29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 

28. 

27. 

26. 

Surat Ketetapan Paiak o h bi • J aera Le 1h Bayar yan,g selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat k t · k . c etapan paja yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran · k k · · · . . paJa , arena jurnlah kredit pajak lebih besar 
dart pada PBJak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

Porporasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran surat berharga 
dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertenru yang berlaku di 
Pemenntah Daerah. 

25. 



(2) Pendataan ... 

I nooara tempat parkir wajib mendaftarkan diri dan Setl•P penye e - d' 
h •tau obiek pajak parkir dcngan menggunakan me ra melaporkan uaa 8 , 

SPOPD kepeda Bappenda. 

( l I 

PaN16 

BABIV 
PEIWArTARAR, DAX PltlWATAAK 

Bapn KeNtu 
hndaftaran 

(4) 

Perhitungan pajak parkir terhutang dengan cara mengalikan tarif 
dcngan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 

Contoh perhitungan Pajak Parkir dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
peraturan ini. 

(3) 

Jumlah yang seha.rusnya dibayar sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1), termasuk potongan harga parkir dan parlor curoa-cume yang 
diberikan kepada pcnerima jasa parlor. 

(2) 

Dasar pengenaan Pajak Parku adalah jumlah (taril) pembayaran atau 
yang seharusnya dibayar oleh setiap pemakai jasa ternpat parkir. 

(I) 

Pual5 

BABDI 
DASAR PElfOE1'AAJI PAJAK 

Wajib Pajak adalah orang pribadi a.tau badan yang menyelenggarakan 
ternpat parkir. 

Pua14 

Subjek Pajak Park.ir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
parkir kendaraan bermotor. 

Pual3 

(2) Trdak termasuk sebaga; objck Pajak Parkir, yaitu : 
a. pcnyclenggara.an tem at ki . 

D h P par tr oleh Pemenntah dan Pemerintah aera .; 

b. :.nyelcnggaraan tempat parkir oleh pcrkantoran yang hanya 
tgunakan untuk karyawannya sendiri; dan 

c. i:nyele_nggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan 
p rwakilan negara aeing dengan asas tirnbal balik. 

rif'l'IO ts 



(2) Pcndataan ... 

Pendat.aan dilakukan apabila pcnyclenggara tempat parkir tidal< 
mendafi.arkan kegiatan perparl<lran kepada Bappcnda. 

Pua1 '1 

Ba&i&D J<edua 
hDdataaD 

Format SPOPD sebagaimana dimaksud ayat (I) tercanrum dalam 
Lampiran II merupakan baginn yang tidak terpisahkan dari Pcraturan 
Bupati ini, 

Pcnerbitan NPWPD sccara jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dilakt1anakan paling lnmbat 30 hari scjak ditcrbitkannya surat teguran. 

(8) 

Apabila penyelenggura tcmpat parkir tidak mclaksanakan kcwajiban 
scoogaimana dirnaksud padn ayat (I) dan tclah dibcrikan tcguran secara 
tcrtulis, moko Kcp(llo Boden dapat mencrbitkan Surat Pcnctapan/ 
Pcngukuhan sebugai Wajib Pajak dan NPWPO secara jabatan. 

(7) 

Terhadap pcnyelenggarn temput parkir yang tclah mcndaftarkan diri 
dan melnporknn usahanya scbagaimann dimaksud pada ayat {I), 
diberikan Surut Penetopnn/ Pengukuhan sebngai Wajib Pajak dan 
NPWPD. 

(6) 

SPOPO dnn lnmpimnnya sebngoimene dimaksud pada ayat (4) wajib 
dis11mp11ikun ke Buppcndu paling larnbat 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
diterimu, 

(S) 

(4) Fonnulir p,·11<1ort11rm1 wajib pajak sebuguimana dimaksud pada ayat (I) 
han1s di i>1i don ditulis dcngan bcnur, jelas, dan lengkap serta 
tlit11ndu11111g,rni olch perionggung pujnk dcngon melampirkan: 
n. Fotokopi idrntita" diri/pcnonggunf(jnwab/pcnerima kuasa (KTP,SIM, 

PnKl)<>r); 
h. Sumt Kt1n><t1 npubilu pcmilik/pcngcloln usaha/pcnanggung jawab 

brrhnl111111un dcn1111n diserte] Iotocopy KTP, SIM, Paspor diri pcmbcri 
kt1111to; 

c. Fotocopy Surat lzin Penyelenggaruun Tcmpat Parlor atau Surat 
Krll"rnngnn Pcnyelenggaraan Ternpat Porkir dari pejabat yang 
bcrwcnnng. 

(J) Prt1,.luftnrouu pcnyclc11AAarnan temput purkir sebugaimana dimaksud ayat 
(I) d,lukKnhRknn tcmht111 lumu 7 (tujuh) hari sejak kegiatan usaha dimulai. 

1:11 :-ll'()l'O scbul!t1im11t111 dimuk,md pada ayat (1), diambil sendiri olch 
prnnn1111un1,e pajuk di Bnppcndu. 

fl!'l'1020 

(I) 

(9) 



(5) Penyampaian ... 

· na dun aksud pada ayat (I) merupakan dasar untuk SPTPD aebllga1ma . ' . 
melaJcukan pembayaran pajak dacrah sesuas dengan masa paJak. 

(4) 

(3) 

(2) 

Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditandat.angani oleh wajib pajak serta menyampaikannya ke 
Bappenda setiap bulan. 

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diambil sc.~diri ~leh wajib 
pajak at.au dapat disampaikan olch Bappcnda kcpada wajib pajak. 

SPTPD aebagaimana dimaksud pada ayat (J) bcrisikan pclaporan jumlah 

diterima at.au yang scharusnya diterima oleh pcnyelenggara uang yang 
tempet parkir. 

(1) 

Pua18 

Bep•n Keeatll 
Tata Cua Pelaporan 

BABV 
TATA CARA PSLAPORAJI PAJAK 

(7) Format NPWPD sebegaimana dimaksud ayat (SJ huruf b tercantum dalarn 
Lampiran Ill merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupeti ini, 

(6) Surat Penetapan/ Pengukuhan sebagai Wajib Pajak, Karru NPWPD 
disampaikan Bappenda kepada penyelenggara tempat parkir secara 
tertulis. 

(S) Berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (31 
dan ayat (4) KepaJa Badan menerbitkan: 
a. Surat Penetapan/ Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; 
b. Kartu NPWPD. 

(4) Apabila penanggung pajak tidak bersedia atau menolak 
menandatangani SPOPD, maka Bappenda dapat melakukan pendataan 
secara jabatan. 

(3) SPOPD yang telah diterima, wajib diisi dengan jelas, bcnar, dan Jengkap 
serta ditandatangani oleh pcnanggung pajak atau kuesanya, 

(2) Pendataan objek pajak dilakukala denga:n membcrikan SPOPD kcpe.da 
pcnyelenggara tempat parkir. 

.. , 



Pl DalAm ... 
• 

Ill 

,-&10 

~11.,t, • ..., perpL!>JIUIPJ" ~-am;,-An SPTPO ~ cbmal.."5\ld 
peda .,..r flt~ ,ecara tttruhs d,~ alasan yang .)ClAs 9'."bt-lum 
~-a betas .. --uru penyampman SPn'O ~ dlma)..~ dawn 

s-1 7 ., .. est- 

811;,en mda.'ul ~ Sadan &'LU ptswcbonan ,-a,po P'\)'\k dApa! 
,:mmbaibn pt:rpa."pngan )lnglc:a ...-akr.J ~-amp,uan SP1l'O ~ lama 7 
tn;uh) bari ke!)a. 

fl) 

till F'onnat SP'l'PO ~ d?maks,,d !*fa .a~lll (ll tereanrum da.\.un 
t..am;,uan I\' r:ne,upaka:n t.ig,ao ~-ang od.u: tttposahkan dan ~turan 

Bupe.o uu.. 

110! Apabila telah dilalrukan reguran rertuhs ~· <hmanud pada 
a~--at 191 ....,jib pa.Jak odak c,n,yamp;wcan SPTPD. maka K<"p.tla Sadan 
menet.apkan p,aiak terutang seeara jabaean d<"ngan SK.PO. 

191 Apabila SPTPO odak <hsacpaika::, pada batas ..-alml s.-bag.uman• 
djmaksud pada ayat 151. K~ Sadan Ct"n~.m:pa,kao surat t.-gur-An 
l<epa:da wapb pajak palmg ban~-ak 3 (ng:>I ka.b <!ala::, ,a,,i;ka ,-aktu 
~ lama 21 •du.a pu?uh sa:uJ han kaknd<"r. 

(7) ~11Y~l)Qlan SPTPO s.-hagaimana d,maksud pada &~'lit (}I hams 
disertai lampiran c:!olnuoe:1 bcr.tpa : 
a. ~lcap1rulast ~ oasa ~ bulan ~-a.~ bt-nangkutan. 
b. ~k.ap,'rulas, ~ beriku1 po.tongan bonggol karo$ ltSl 

pa.r'..cir ~-ang tclah dlguna.k:a.n -....ajlb pa_iak: 

18J SPTPD <!ianggap tid.a.k d:!:sa!n;,a.,.kan. apabo;a odak ditandat&nga-111 <>kh 
•-ajib pa}a.lc ~gaima,a <!r:naksud pada avat (I) 

" .. ,,.,.,., -- 



Bagian ... 

(3) 

(2) 

Setiap wajib pajak bertanggung jawab terhadap pemungutan dan 
pembayaran pajak atas penyelenggaraan parkir tersebut, 

Setiap wajib MJak dalam mencatat transaksi atau penerimaan pe'."bayar~ 
ataa pelayanan penyediaan tcmpat. pcnyele~ggaraan parkir, w~11b 

-•--- Jc.a.rcia parkir yang tclah diporporasi oleh Bappenda, atau jika mcnggun ....... , . 
•·-n -·h reaister harus rnengajukan pcrmohonan persetujuan mengguna... ~ · -,,- ' 

dari Kepala Badan, 
Waj'b jak yang tidal< menggunakan tiket/karcis yang tidal< ~iporpo':1si 
I hi 8~ da dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak o e appen , . . 

eebeear 25 % (dua puluh lima pcrsen) dan pokok paJak terutang. 

( 1) 

(4) Apabila sampai waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak 
bclum menyampaikan SPrPO, Kepala Badan menetapkan pajak terutang 
secara jabatan dengan SKPD. 

(3) Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPrPO sesual waktu 
acbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan surat tcguran 
paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama 21 (dua puluh aaru] hari 
kalender. 

(ll Penctapan pajak dengan Sistem Self Assessment yang memberikan 
kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang kepada 
Bappcnda. 

(2) Wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan 
scndiri pajak yang tcrutang sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
mcnggunak.an SPrPO. 

Paaalll 

S.&f,n Keaabl 
Perhitunpn ~ 

Be&fan Kectwa 
Perhltianpn clan Penetapan 1'11.Jak 

(2) Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPl'PO sebagaimana dimaksud 
p,_da ayat (I), ya."g mengalcibetk:an utang pajak menjadi lcbih besar, maka 
dikenakan ~nks1 administrasi berupa bunga 2"A. (dua persen) sebulan atas 
jumlah paJak yang kurang dibayar, dihitung sejalc saat berakhirnya 
pe~yampa~ SPTPo yang dibetulkan sampai dengan uu,ggai pembayaran 
akibat dan pembetulan SPTPo tersebut. 



,s. Kena,lran 

(4\ Jumlah kclrurangllll pajak yang terut.ang dawn SKPDKBT Kbaga.,.ma.r.a 
dimaksud pad• ayat (I) huruf b, dikenaltan sanl<s; admmisuasi berupa 
ken.aikan paja.k .:beur l~ (seratus per9Cn) <Ian ptm\ah kdrurangan 

paja.k terscbuL 

(3) .Jumlah J)4ljak yang terutang dalam SK?DKB sebag;ai:nu,a d•:naksud 
pada ayat !II huruf a angka 3, ditetapk.an seeara jabat.a..::2 d=gan 
dil<enakan sanksi administrasi beru~ kenailc•n sebe-sar 25 '!\, ld'.!8 
puluh lima persenl dari ?okok ?ajal< d.itambab sank~ ad=."l!stra::! 
berupa bunga sebesar 2% tdua persen) sebulan dihJrung dari pa..)&k yu,g 
kura.ng atau terlalnbat dibayar untuk jangka ..-a.kru paling lama 24 1dua 
puluh empatl bulan dihirung sejalc saat ttrutangnya pajak sa=pa.i cknga."'l. 
diterbitkan SKJ'DKB. 

(21 Jumlah kekurangan pajak yang rerutang daJam SK?OKB sebaga·-,,2:,a 
dimaksud pada ayat (I) huruf a angka l dan anglca 2. ~ s.anlcs, 
administrasi berupa bunga sebesar 2"o (dua P<"=I sebu!.an dl!ll!"..t=g 
dari pajak yang kurang atau terlambat ctibe;ar untuk jangka .....J=. 
paling lama 24 (dua puluh empat] bulan dihitu."lg se;alt saa~ t.e'.>ta!lg 

pajak aampe.i dengan diterb,tkan SKPDKB. 

3. Apabila kewajiban mengisi SPT?D udak dipenuh.i. ma.lea pa.Jal: 
yang rerutang drhirung secara jabatan 

b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan : a tau data yang se,,:u!I! 
belum terungkap yang menvebabkan penambahan jU;-CJa'- ;:,.,c;ak 
yang terutang: 

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang te rutang sama besarnya de-...giui 
jumlah kredir pajak atau pajak tidal< terutang dan odak ada k:.~t 
pajak. 

(I) Dalam jangka waktu paling lama 5 (limal tabun sesudah saar ter..:taegnya 
pajak, Bupati atau Kepala Sadan dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB dalam hal : 
l. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau k.-~eranga:, :a:.::_ 

pajak yang terutang tidak atau lrurang dibavar , 
2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada ~da ~ 

jangka waktu seba.gaimana dimal<sud Pasal 11 ayat (3; can tel.a.-; 

d.itegur secara terrulis tetapi tidak disampeikan paea •'llknln~-a 
sebagaimana ditenrukan dalam surat teguran, 

Bapee Kr t 



(6) Berdasarkan ... 

(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data yang 
diperoleh melalu.i metode pemeriksaan sebagai. berikut: .. . 
a. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasr usaha wajib paJak; 

dan/atau 
b. berdaaarkan data pembanding. 

Pemeriltaean berdaaarkan haail pengamatan langsung di loka~i usaha 
wajib pajak sebagalmana dimaksud pada a~at (4) .h~f a, d1lakubk~nk 

lcu k -ftgnya sebanyak 3 (tiga) kalr aesuar Jam operas, ar ae rang· u,-· 
secara terue meneru• maupun berselang, 

(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas 
Bappenda telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

I . 

(2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
dapat dilakukan apabila : 
a. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuun dan pencatatan atas 

transaksi/omzet usahanya; 
b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi 

tidak lengkap dan/ atau tidak benar; 
c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak 

untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada 
saat dilakukan pemeriksaan; dan 

d. wajib pajak yang tidak menggunakan karcis/resi atau tanda bukti 
pembayaran dalam bentuk apapun yang berseri dan bemomor urut. 

1" (l) Penetapan pajak terutang yang dihitung secara jabatan sebagairnana 
dimaksud dalam pasal 13 ayat (I) huruf a angka 3 dan ayat (3) , 
dilakukan oleh Kepala Sadan berdasarkan data yang ada a.tau keterangan 
lain yang dimiliki Bappenda. 

PuaJ 14 

(7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan Iebih 
dari I [satu] kali untuk masa pajak atau tahun pajak yang sarna 
sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang. 

(6) SKPDKBT sebag~ana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan 
sebelum d1dahulu1 dengan penerbitan SKPDKB scbagaimana dimaksud 
pada ayat (3). 

(5) Ke~~ika:;ebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila 
"'.aJi paJ .melaporkan sendirt kekurangan pajak yang terutang scbelum 
dilakukan tmdakan pemeriksaan. 

s: 
• (5) ·~ 
• 
' ··~ 
I, 

' 't 
\ ••• 

I 
r . 
~ 
\ 



Pasal 16 ... 

iak maea tcrhutang dilakukan setclah jatu.h tempo •-h.lG -bayaran paJ - sanksi 
,........- ,......... bagJl.imana dimaksud pada ayat (I) dikenakan 1 pem~ara::c :.upa bunga atae kctcrlambatan sebesar 2 % (dua persen) 
lldmirtl9U'II . gka aktu paling lama 15 (lima betas) bulan. eebulan untukJan w 

131 

(2} 

Pembayaran pajak terutang dcngan media SPTPD harus dilakukan sekaligus 
dan lunas di Kas Daerah atau melalui Bcnd~ara Pencnma. Bappcnda, 
peling lambat 1 (satu) bulan actclah berakhirnya masa pejak dengan 
mcnggunakan SSPO atau dokwnen lain yang dipcrsamakan. 

Apa.bila bttas waktu pcmbayaran ja~ pada hari libur, maka batas wakru 
. tu.h pada hari kerja han bcrikutnya. pembayaran ,a 

fl) 

Pua! 15 

BAB VI 

TATA CARA PBKBAYARAJf 

Rapa Keeata 
Tata Cara Pemha:,uan ~ 

Da!am penetapan pajak tcrutang yang dihitung secara jabatan tetap 
dibuatkan SPTPD dengan ditandatangani olch Kepala Badan atau Pcjabat 
yang dirunjuk. 

(9) 

(SJ Data pembanding scbagaimana dimaksud pada ayat (7} dapat diperoleh 
berdasa.rkan data yang ada di Bappenda, atau sumbcr lain yang dapat 
dipcrcaya. 

(7] Pemcriksaan berdasarkan data pembanding scbagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruI b, dilakukan dengan cara mcmbandingkan kondisi 
usaha wajib pajak dengan kondisi usaha yang seje nis atau sekelas 
antara lain dari fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha, dan lain 
lain secara proporsional atau kondisi usaha antara tahun atau bulan 
yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan scbclumnya. 

(6J Berdaaarkan hasil pengamatan langsung aebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), Otnzct/pencrimaan ditaksir dan dihitung bcrdasarkan rata-rata 
jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pcmbayaran yang 
dila.kukan per orang/pcngunjung. 

1''11\0).6 



. ' 

(2) Tata cara pembayaran angsuran pajak terutang dilakukan sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak yang akan mclalrukan pembayaran pajak secara angsuran, 

harus mengajukan permohonan secara tertulis kcpada Kepala Sadan 
dengan disertai alasan yang jelas dan mclampirkan fotocopy SKPD, 
SKPDKB,SKPDKBT atau STPD yang diajukan pemohon; 

b. Permohonan sebagaimana dirnaksud pada huruf a harus sudah 
ditcrima Sappenda paJing lama 7 (tujuh) hari scbclum jatuh tempo 
pembayaran yang ditcntukan; 

c. Pennohonan sebagaimana dirnaksud pada huruf a harus mclampirkan 
rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang 
bcraangkutan serta aJasan - alasan yang mcndukung diajukannya 
permohonan; 

d. Pennohonan pcmbayaran secara angsuran yang disctujui Bappcnda 
dituangk.an dalam Surat Kcputusan Pcmbayaran Angsuran, dan baru 
dapet dikeluarkan setelah terlcbih do.hulu mendapat telaahan dari 
pejabet yang ditunjuk otch Kcpala Sadan; . 
Pcrsetujuan tcrhadap angsuran pembayaran paJak scbagairnana 

e. dimal<eud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut daJam Surat 

Pcrjanjian; n:-•) kali 
f Pc bAyatan angeuran diberikan paling lama untuk 5 ,-.- 1 

· m. dawn jangka waktu 5 (lima) bulan te.rhitung sejak tanggal 
ang•~,tuaan Angsuran. kccuali ditctapkan lain olch Kepala Sadan 
Surat - .. - . d di · · rd urkan aiasan wajib paJak yang apat uerima; 
be be . an""uran tidal< menunda kcwajiban wajib pajak untuk 

a Pclll 11111\ D- • ~-• 'ak .._,_,_ • ,.. me~ pembayaran ~ak terutang uwe.m masa pGJ . -,,....,.n, 

h. pcm~a.ran ... 

( 1) Bupati melalui Kepala Sadan atas pennohonan Wajib Pajak setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang daJam 
SKPD,SKPOKB,SKPDKBT atau STPD, dengan dikcnakan bunga sebesar 2 
% (dua perscn) scbulan. 

PuaJ 17 

BacS&n Kedua 
Pemba:,aru, Allpur&D 

Pajak tc':'t.ang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau 
kurang dibayar sctelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bungs sebesar 2% (dua 
persen) setlap bulan' 

(2) 

=~ak tc_rutang dalam SKPD,SKPOKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi 
. am jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari scjak tanggaJ 

diterbitkan, 

(I) 

Pual 16 



e. Persetujuan ... 

(2) Tata cara penundaan pembayaran pajak terutang diJalrukan sebagai 
berikut: 
a. Wajib Pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran pajak, 

harus meng.ajukan permohonan secara tertulis kepada kepaJa badan 
dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD, 
SKPOKB,SKPDKB1' atau STPO yang diajukan pemohon; 

b. Pcrmohonan eebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah 
diterima BapPCnda paling lama 7 (tujuh} hari sebelum jatuh tempo 
pembeyaran yang ditcntukan; 
n...rmohonan aebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan c. n;; rincian ut.ang pajak untuk m.asa pajak atau tahun pajak yang 
benan8)rutan eerta alasan - alasan yang mendukung di.ajulcannya 

pennohonan; 
d. Pennohon.an penundaan pembayaran yang disetujui ':ppe~ 

d"manglcAln dalaffl Surat Keputusan Penuncla.an Pembayaran, an 
~pat dikeluark.an eetclah terlebih dahulu mendapat telaahan dari 
ptjabat yang ditw\luk oleh KepaJa Sadan; 

• 

(1) Bupati a tau Kepala Sadan atas permohonan Wajib Pajak setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persctujuan 
untuk menunda pembayaran pajak yang terutang daJam 
SKPO,SKPDKB,SKPOKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2 
% (dua pereen] sebulan, 

Paeal 18 

BepnKetlp 
Penunclaan Pembe,:,uan 

h. Pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen] 
sebulan; 

i, Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berilrut ; 
I) Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa 

angsuran; 
2) Jumlah. sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besamya 

srsa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak 
angsuran; 

3) Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak 
terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran; 

4) Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan 
bunga sebesar 2% (dua persen); 

5) Besamya jumlah yang harus dibayar tiap buJan angsuran adalah 
pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua 
persen); 

j. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap buJan tidak dapat 
dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus diJunasi tiap bulan; 



(3) 

(2) 

Penagjhan Pajak dilakukan dcngan STPD. 

Kepala Badan dapal mcnerbitkan STP~ apab~a : . 
iak parkir dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar, . 

:: ~ haail penelitian SPTPD terda~t kckurangan pcmbayaran scbagru 
'ba salah tulis dan/atau salah hitung; 

aki.. t 'ak dike akan sanksi ad.mi.n.istratif berupa dcnda atau bunga. C. W8jtb pBJ IIUOO 

iak yang terutang dalam STPD sebagaimana 
Jumlah kelrurangan rJ huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi 
dimaksud pada ayat ( ) beear 2% {dua perseratus] setiap bulan 
adminiatrat.if bcrupa ~ se lama 15 (lima betas) bulan scjak saat 
untuk jangka waktu 
terutangnya pajak. (4) Pajak ... 

(1) 

Pual 19 

BqlaD Koaatu 
Penacthen 

BAB VD 
PBRAGIHAll PAJAK 

e. P~rsetujuan terhadap penundaan pembayaran pajak sebagaimana 
ctimaksud pada hurut d ctinyatakan lebih lanjut dalaJn Surat Perjanjian; 

f. Pemberian penundaan tidak menunda kewajiban -jib pajak untuk 
melaksanaJcan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan; 

g. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 5 (lima) bulan terhitung 
mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala 
Badan berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima; 

h. Penundaan Pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) 
sebulan; 

. Perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berilrut: 
1) Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak 

terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% 
(dua persen), dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan 
jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan jumlah pajak terutang 
yang akan ditunda; 

r-. 2) Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah pajak 
terutang yang ditunda, ditambah dengan jum1ah bunga 2% (dua 
persen) per bulan; 

3) Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada 
saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat 
diangsur. 

j. Terhadap wajib pajak yang tclah mengajukan permohonan penundaan 
pembayaran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan 
pembayaran untuk Surat Ketctapan pajak yang sama. 



. P11'ak Porkir, KcpaJa Badan berwe~ang 
ngka pemenksaan J .. ke etuhon pemenuhan kcwaJ1bon D•~.~: pemcrik ... n ~ntuk,:;':~8.v~m r~ngka melaksonakan pcroturnn 

me""'w not> dan tu,uan • 
perpajakan•~g Pitjak oaerah, (21 Untuk ... 
c:1aerah ten-· 

{I) 

PUal::n 

B•p•D Ke .. tu 
p.meribUD 

BABVID 
pSIIBRfl(8AA)f DAlf PBKGAWASAlf 

{21 Tahapan pelaksanaan penagihan pajak tcrutang yang tidak atau Jrurang 
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebaga.i bcrilrut : 
a. Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk mcnerbitkan dan 

menyarnpaikan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain 
yang sejenisnya dalarn waktu sekurang-kurangnya 7 [tujuh] hari kerja 
setelah bcrakhimya tanggal jatuh tempo pcmba_yaran yang tercantum 
daJam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembctulan, Surat Keputusan 
Keberatan dan putusan banding dcngan mcminta tanda pcncrimaan 
surat. 

b. Surat teguran atau surat pcringatan atau surat lain yang sejenis kepada 
wajib pajak paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari. 

c. Pcjabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua 
puluh satu) hari sejak tanggal dikcluarkannya surat teguran/peringatan 
atau aejenisnya yang tcrakhir; 

d. Jika dalam jangka wa.ktu 2 I (dua puJuh satu] ha12n1· sebcj1ak ddi~1rbkitkankanya 
-"•o scbagaimana dimaksud pada ayat um , a sana n 

aurat P=- · .__ maka Bupati dapat mcnutup sementara usaha tempat 
pemuuyarllll, p . b di . k . ··b pajak melalui Tim Terpadu atau CJ& at yang rtunju . 
park1r WBJI 

., 

(11 Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang t.erutang daJam SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Kcputusan Pembetulan, Surat 
K~putusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang 
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. 

PaM120 

(5) 

Pajak yang tidak atau kuran b . 
terlambat dibayar dike g aya~ sete~~ Jatuh tempo pembayaran a.tau 
(d nakan sanksl administrasi berupa bunga sebesar 2% 

ua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD. 

Format bentuk STPD b · · dalam Lam . se agaimana d1mak~~d pada ayat (II tercantum 

P 
. piran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

eraruran iru. 

(4) 

ll!ll'IOJO 



(9) Apobil11 ... 

ngamanan pctuga• pemcrlksa pa.ink, Kcpaln badan 
U tuk k..-ntingan pc . n . v,--- pcnuom11nan dan aparat pcnegak hukum, atau m(nta bantuan ..- dapat me · kat daerah icrkait lwnnya scsuai dcngan peraturnn 
aatuan kerja pcning 
penindanl-undangan. 

(8) 

(7) 

Wajib Pajak yang diperiksa yang tidak memcnuhi kewajiba.n ecbagaimana 
dimabud pada ayat (5) yang menyebabkan petugas pemerikaa mcncmui 
kesulita.n dalam menghitung nil.a.i pendapotan bruto, make. pcngcnaan 
beaamya pajak terutang dapat dilakukan dcngan metode penghltungan 

18 ran pcnerimaan yang tertinggi dalam I (satu) tahun pajak tcrakhir dan 

d 'pok.e 1.-n sanksi administratif berupa kenaikan I 00% (seratus persen] 
I na... dib dari jumlah pajnk rerutang ynng scharuanyo I ayar. 

, rh' . aAn bcsamya pojak terutang scbagaimana dimaksud pada Haail pc 1tun.,..... . di kan 
d di sulkan oleh petugas pemcnkaa untuk 1te1ap eccara ayat (51 apat iu 

jabatan. 

(61 

(SI Wajib pajak yang diperiksa atau kuasa wajib pajak wajib rnembantu 
perugas pemeriksa dnlam hal : 
a. mcmperlihat.kan dan/atau mcminjamkan buku atau eatatan, dokumen 

yang mcnjadi dasamyo dan dokumcn loin yang berhubungan dengan 
obyck pajak yang tcrutang: 

b. membcrikan kesempatan untuk memaauki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dun membcrikan bantuan guna kclancaran 
pcmeriksaan; dan/atau 

c. memberikan data don keterangan yang dipcrlukan eeeara benar, 
lengkap den jelaa, 

a. tcrhadup Wlljib pajak yang diwnjibkan mcnyelcnggarokan pembukuan 
atau .penc11tallln untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiba.n 
perpejakan dacruh dalam rangka melaksanakan peraturan perundung· 
undangon perpajakun daernh: 

b. terhadap wojib pajok yang mengajukan pcrmohonan pengurangan dan 
pembebasan pajnk; 

c. terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan 
ketelapan, dan penghupusan otau pengurangan sunks! odmlnistratif; 

ayat (1) Pcmcriksonn kepado wajib pajak sebugaimann dimakaud pada 
dupat dilakuknn : 

(4) 

(21 dalam rnclaksanakan 
tugas untuk melakukan 

Pctugus l)<'mcriksu scbuga_irn11na dimaksud ayat 
tugas .hnrus dilcngkapi dengnn surnt perintah 
pcmenksnun dari Kepala Badan, 

(31 

Untuk mclaksunak,m pc 'k , 
Kepala Bad d men 801111 sebng11unana dimaksud pada ayat ( I) 

an Opal ffit'llUn.JUk pct . • 
pokok dan funu•' di b'd ugos pcmenksa yang mcmpunyai rugas 

.,~ 1 1 ang J)Crpajttkan. 

(.1) 

I 



BAB VIII ... 

(4) 

(3) 

(2) 

Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) 
berfungsi sebagai alat kontrol setiap transaksi, dengan biaya pengadaan 
peralatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

Wajib pajak harus memelihara peralatan (equipment) sebagaimana 
dimal<sud daJarn Pasal 22 ayat (2) dan tidak mengubah program yang telah 

di~tukan Bappenda. 

Penem tan petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
pa di)akukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan 

ayat (~) dan penghitungan data pembayaran deng~ batas waktu 
operaS)()nal . d an -rtimtiangan-pertimbangan teknis tertcntu. 
tertentu c1an/atau eng r 

. mclakukan pcngawasan ditcmukan adanya pelan.ggaran 
Apabila da)aJn iib pajak petugas pemeriksa melaksanakan 
yang di)akuka11 oleh_ waJ• ""J. ale ~rutang yang disetor terbesar dalam 

. °"" kembali atas ,..., ···-- iak penghitun-- . bah eank&i adminiatrasi berupB kena,...,.,, paJ 
'ak l,erjalan, dita.tn . 

~OO'!I, (seratus persen) dari jum.lah pa,iak. 

01 

Pual:23 

Penggunaan peralatan dengan komputerisasi sebagaimana dimaksud ayat 
(2) dilakukan dengan cara menghubungkan rnesin kornputer wajib pajak 
dengan komputer milik pemcrintah daerah mclalui sistem jaringan 
infonnasi Bappenda secara on line. 

(3) 

Kepala Badan berwenang menempatkan Petugas Pengawas yang dilengkapi 
surat rugas dan/atau peralatan (equipment) baik sistern manual dan/atau 
sistem on line (komputerisasi) di tempat penyelenggaraan parkir. 

.... • 

(21 

(l) Bupati melalui Bappenda dan/atau satuan kerja perangkat daerah tcrkait 
berwenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha atau 
penyelenggaraan tempat parkir baik bersifat rutin atau insedentil. 

Bect•n Kedua 
Penpwuan 

(9) Apabila dalam pengungkapan pembukuan keterangan yang dimin . . . , pencatatan atau dokumen serta 
untu.k merahasiakan ta, WaJib .'.aJak yang terikat oleh suatu kewajiban 

, maka kewaiiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. 



BA.BX ... 

(7) 

Pcncatatan aekurang-kurangnya harus menggambarkan antara lain: 
a. Pcredaran atau pcnerimaan bruto dan/atau jumlah pcnghasilan bruto 

yang d.iterima dan/atau dipcrotch; 
b. Pcnghasilan yang bukan objek pajalc dan/atau pcnghasilan yang 

pengena&n pejaknya bersifat final; 

Pembulcuan atau pencatatan atau bulru, catatan dan dolcumen yang 
·ac1· dan• pembukuan atau pcncatatan dan dolcumcn lain termasuk menj , ~ . . 

haail pengolahan data dari pcm~ulruan .. y~g- d1kelola secara elcktronik 
ara .wnoram aplikasi on-line waJ1b disimpan selama 10 (scpuluh) 

atau sec ,,.- ... - k · · ggaJ .. b h di !ndones~. yaitu di tempat cgiatan atau tempat un waJ• 
ta-~ -~ pn·badi atau di tempat kedudukan wajib pajalc badan. 
paJ ..... o, .... g ' 

(6) 

Pembulcuan sekurang-kurangnya terdiri ata.S catatan mengena.i harta, 
kewajiben, modal, pcnghasilan dan biaya, serta pcnjuaJan dan pcmbelian 
sehinggit dapat dihitung besarnya paja.k yang terutang, 

(5) 

Pcmbulruan atau pcncatatan harus diselenggarakan di Indonesia dcngan 
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan m.ata uang Rupiah, dan 
disusun dalarn bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris dengan 
terjcmahan dalam bahasa Indonesia jika dibutuhk.a.n. 

(4) 

Pernbukuan atau pcncatatan sebagairnana dimaksud ayat Ill dan ayat 12) 
harus disclcnggara.kan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan 
atau kegiatan usaha yang scbenamya. 

(3) 

Wajib pajak orang pribadi yang melalru.kan kegiatan usaha dan wajib pajak 
Sadan di Indonesia yang melakukan usaha dengan omzct dalam saru 
tahun kurang dari Rp. 300.000.000,· (t.iga rarus juta rupiah) wajib 
menyelenggarakan pcncatatan. 

Wajib pajak orang pribadi yang melalrukan kegiatan usaha dan w iib cjaJc 
Badan di_ Indoneaia yang mclaJrukan usaha dengan omzet ~ ~w 
tohun paling scdikit Rp. 300.000.000,· (tiga rarua jut.a rupiah/ atau Jcbih 
wajib menyelcnggarakan pembulruan. 

BABIX 
KRITltlUA WAJIB PAJAK., 8E8APAJI OIIZET DAJI 

TATA CARA PalBUJCU.ur ATAD PafCATATAJr 

. . 

(2) 

( J) 



'. 

'\ 
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UPIITEN SINTANO TAHUN 2017 NOMOR ···· 
BERlTII OAEAAH KAB 

. ~· , 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 1 Juli 2017 

( JAROT WIJIARlfO 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal I Juli 201 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraruran 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 

l'aNl26 

BAB XI 
KETEJITUAK PEJroTU1' 

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pcjabat yang berwenang menunjuk 
pejabat selaku pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan Peraruran Bupati ini. 

l'aNl2S 

BABX 
KETEJITUAK LAIB - LAIB 



BUPA~8DIT G, 
,. r 

( 
~AROT WIJfAJUfO 

Maka pejak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah : 

• 20 % it Rp.10.000.000,00 

• Rp.2.000,000,00 

• Rp.10.000.000,00 Dasar Pengenaan 

Cara Perhitungan Pajak : 
Tari! Pajak • 20 % 

8. Co11toh Perhitmapn 
Sebuah usaha penitipan keridaraan bermotor, selama 1 bulan memperoleh 

penghasilan dari pernbayaran parkirnya sebesar Rp.10.000.000.00 

A. Tata Cua Perhitvopa 

Rumus : Tari£ Pajak it Dasar Pengenaan 

Dasar Pengenaan : Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar 
penyelenggara tempat parkir. 

1 JULI 2017 
PETUJIJUK PELAKSAKAA!f PBIIUlfGtJTAlf 
PAJAK PARKIR 

TAlfGGAL 
TEKTAlfG 

PERAT'ORA]f BUPATI 81JfTAlfG 
JfOIIOR 53 TAHUJf 2017 

L.UIPIRAJf I 

. ' 



,· ., 

·'·· 
,; 

.................................................... ... 

3. ..................................................... .. . ... 8 1 l.z!n yang dlmilikl 
(F~':.copy Surat !sin Ueaha 
Harap dilampirkall) 

Bklan1 Ullllha IHarap diilli 
ecsual denpn bldanC 
ueahany.i 

D -•ldr dlluar badan Jalan Penyetenaaral\ ,- 

4. 

............................................................. . ······································································ 

Alamat IFotocopy SW'llt 
Keterangan Domioili/ KTP 
dilampirkan) 

Jalan/RT 
Deea 
Kecamatan 
Kabupaten 
Nomor Telepon 
Kode Po• 

2. 
I. Nama Bacan/Merk Uaaha 

DUSI OLICH WA.JIB PAJAK 

l'ERJiATIAN : 
I. H&l"Mp dilai dalarn rangkap dua (2) ditulis dcnpn huruf CETAK. 

2. Seri Tanda " pada D y•ng kr!Jitdia untuk jawaban yang diberika_n, 
3. Setelalh P'c,nnullr Pendaftara.n itu diisi dan ditandata.npni, harap dii,era~kAn kembali kcpeda 

Sadan ~ngelola Pendapats.n Daerah Kab.Sintang otau latlgsung melaJu1 pctupa yang 
membcrl. 

KEPADA; 
Yth. Kepela Badan Pengelola 

Pendapatan Daerah Kabupaten 
Sin tang 
di- 
Sintang 

FORMULIR PENDAFTARAJt WA.JIB PAJAK BADAN/PEIIILlK U&\IIA 

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 

,11,.JEND.AHMAO YANI N0.2 $1NTANG - 78611 KALIMANTAN BARAT 
Telp. (0565)20150 Fax. (0565) 2)867 Email: diSpt!ndl:I..Slntan@'.P'gmp1l.c9ro. 

TANGGAL 
TENTANG 

1 JULI 2017 
PETUKJUK PELAKSAl'fAAJt PEIIUWGUTAJf 
PAJAK PARKIR 

B. FormuUr Pendaft.anu1 Wajib Pajak 

PERATURAN BUPATI SIJfTAJfG 
NOMOR 53 TAHUN 2017 

LAMPIRAl'f II 

fl1'1016 



CJ 

l'TJAROT WllfARKO 

BUPATI SUIT 

: . 
................................................................. 
: . 

11'.ama...,tupa 

Dldata p&da tanual 

.............................................................. 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

............................................................... 

..................................................................... , 

...................................................................... 

8. Kewajiban Pajak 

c:::J Pajak Parkir 

7. Alamat tcropat tinggal 
(rnelarnpirkan idcntitas yang 
dilaporkan) 

Jalan/R'l' 
Desa 
Kecarnatan 
Kabupaten 
Nomor Telepon 
Kode Poa 

6. Jabatan 

s. Noma Badan/m~rk uae.ha 

 

  



P TEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR .... 
BERJTA OAERAH KABU A 

. ~- , 

Diundangkan di Sintang 
pada tangga.l l Juli 2017 

( JAROT WIJIARlfO 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal I Juli 201 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerint.ahkan pengundangan Peraruran 
Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 

Dalam ha! Kepala Badan berhalangan, maka pejabat yang berwenang menunjuk 
pejabat selaku pelaksana tugas dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini. 

Pual as 

r 
I .. 

·• ·., 



.. 

BUPA::j'.Blln 0, 
,. r 

( 

~AROT WUIARRO 

Maka pejak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah : 

• 20 % x Rp.10.000.000,00 

• Rp.2.000.000.00 

• Rp. l 0.000.000,00 Dasar Pengenaan 

Cara Pcrhitungan Pajak : 

Tari! Pajak • 20 % 

B. Coatoh PerhJtua&an 
Scbuah usaha penitipan kcndaraan bcnnotor, selarna I bulan mempcroleh 
penghasilan dari pcmbayaran parkimya eebeear Rp.10.000.000.00 

A. Tata Can PerhJtua&an 
Rumus : Tarif Pajak x Dasar Pcngenaan 

Dasar Pengenaan : Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar 
penyelenggara tempat parkir. 

PBT11RJUK PBLAK&\KAAlf PBIIUNOUTAlf 
PAJAK PARKIR 

TIUffAXO 

P'BRATVRAR BUPAfl 8DITAlfO 
ROIIOR 53 TAHUJll 2017 
TAlfOGAI. 1 .n,u 201? 

JAID'IRil I 

111'11),l.15 



,· .. -~ 
• r 

·································· .............................. Biclan& Uaaha (H&nlP . ~ 
ecauai denpn ~ 
uaahallyal 
D Pen~ parldr diluar badan jalan 

4. 

.................................. .................................... Surat izin yang 
(Fotocopy Surat 1-11 
Harap dilampirkan) 

3. 

................................................ ..................... 

Alamat (Potocopy Surat 
Ket.erangan Domllili/KTP 
dilampirkan) 

- JaJan/Ja' 
DcM 
Kccamatan 
Kabupaten 
Nomor Telepon 
Kode Pos 

2. 
I. Nama Badan/Merk Usaha 

DUSI OLEH WAJIB PAJAK 

PERHATIAN : 
I. Harop diiti dalaln rongkap dua (2) ditulia dengan huruf CETAK. 

2. Seri Ta.nda ..J pad.a CJ ya.ng tcrx.dia u.ntuk jawaba.n yang dibcrikan. 
3. Setclah Formulir Pendaftaran int diisi dan ditandatangani. harap diae~ka.n kembali kepe.da 

Sadan ~n.cetota Pendapata.n De.crab Kab.Sintang a tau langsung metafui pc-lupa yang 
memberi. 

KEPADA: 
Yth. Kepela Badan Pcngelola 

Pendapatan Daerah Kabupeten 
Sin tang 
di· 
Sin tang 

FORIIULIR PENDAFTARAlf WAJIB PAJAK BADAN/PBIIILIK USAHA 

PEIIERINTAH KABUPATEJll SINTAN'G 
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 

,IL.JENO.AHMAD YANI N0.2 SINTANG -78611 KAUMANTAN BARAT 
Telp, (0565)20150 Fax. (OS6S) 21867 Email: diSD(Qdl,IJDIIDFKIDO!I mm. 

TAlfOOAL 
TENTAlfO 

1 JULI 2017 
PETUNJUK PELAKSANAA!f PEIIUNOUTAlf 
PAJAK PARKIR 

B. FormuUr Pendaft.a,..n Wltjib Pltjak 

PERATURAlf BUPATI 811fTAlfO 
NOMOR 53 TAHUN 2017 

LAJIPIRAK D 



" 'TJAROT WIIIARJIO 

BUPATI BIKT 

: .. 
. . 

: . Dldat& pada t&qpi 

........................................................... 
...... , . 
...................................................................... 
................................................................. 
................................................................ 
................................................................... ,u 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

8. Kewajiban Pajak 

D Pajak Parkir 

7. Alamot tempo.t tinggal 
(melarnpirkan idcntitaa yang 
dilaporkan) 

Jalan/RT 
Deaa 
Kecamata.n 
Kabupaten 
Nomor Telepon 
Kode Pos 

6. Jobatan 

s. Noma Badan/mcrk uMha 

 

 


